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ABSTRAK 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan 

sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam 

kandungan sampai anak berumur 18 (delapan 

belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi 

perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 

komprehensif, undang-undang ini meletakkan 

kewajiban memberikan perlindungan kepada 

anak berdasarkan asas-asas: nondiskriminasi; 

kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk 

hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; 

dan penghargaan terhadap pendapat anak. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang 

melatarbelakangi permasalahan dalam 

penulisan ini ialah bagaimanakah kedudukan 

anak sebagai saksi tindak pidana dalam 

peradilan pidana anak serta bagaimana 

perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak 

pidana menurut sistem peradilan pidana anak.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif. Untuk itu 

diperlukan pengumpulan bahan-bahan hukum 

melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum 

yang dikumpulkan terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, yang termasuk bahan 

hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Undang-Undang No 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam 

Pasal 1 angka 5, Anak yang Menjadi Saksi 

Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Saksi adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

Selanjutnya Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem 

Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Pengaturan hukum 
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mengenai anak saksi saksi tindak pidana diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak Pasal 89: Anak Korban dan/atau 

Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan 

hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dari hasil penelitian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan 

anak sebagai saksi tindak pidana dalam 

peradilan pidana anak, menjamin anak saksi 

tindak pidana perlu dibebaskan dari bentuk 

ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang 

menimbulkan akibat, baik langsung maupun 

tidak langsung, yang mengakibatkan anak saksi 

merasa takut berkenaan dengan pemberian 

kesaksiannya dalam suatu proses peradilan 

pidana. Perlindungan hukum terhadap anak 

saksi tindak pidana menurut sistem peradilan 

pidana menegaskan anak berhak atas semua 

perlindungan dan hak yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

seperti upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar 

lembaga. 

 

A.  PENDAHULUAN 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan 

sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam 

kandungan sampai anak berumur 18 (delapan 

belas) tahun.  Bertitik tolak dari konsepsi 

perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 

komprehensif, undang-undang ini meletakkan 

kewajiban memberikan perlindungan kepada 

anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : 

a. nondiskriminasi; 

b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan; dan  

d. penghargaan terhadap pendapat anak. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Pasal 1 angka 2:  Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 

tindak pidana. Dari kasus yang muncul, ada 

kalanya Anak berada dalam status saksi 

dan/atau korban sehingga Anak Korban 
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dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-

Undang ini.
3
 

Peranan saksi dalam setiap persidangan 

perkara pidana sangat penting karena 

keterangan saksi dapat mempengaruhi dan 

menentukan kecenderungan keputusan 

hakim.Seorang saksi dianggap memiliki 

kemampuan yang dapat menentukan kemana 

arah putusan hakim.  Hal ini selalu mendapat 

perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku 

hukum yang terlibat di dalam persidangan 

maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.  

Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya 

diberikan perlindungan hukum karena dalam 

mengungkap suatu tindak pidana saksi secara 

sadar mengambil resiko dalam mengungkapkan 

kebenaran materil.
4
 

Dalam sebuah proses peradilan pidana, 

aparat keamanan sering kali mengalami 

kesulitan dalam mengungkapkan suatu tindak 

pidana, karena ketiadaan saksi yang melihat, 

mendengar maupun mengalami sendiri suatu 

tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk 

memberikan keterangan karena alasan 

keamanan.
5
 

  

B.  Rumusan Masalah 

1.  Bagaimanakah kedudukan anak sebagai saksi 

tindak pidana dalam peradilan pidana anak ? 

2.  Bagaimanakah perlindungan hukum 

terhadap anak saksi tindak pidana menurut 

sistem peradilan pidana anak ? 

 

C.  Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif. Untuk itu diperlukan 

pengumpulan bahan-bahan hukum melalui 

studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang 

dikumpulkan terdiri dari peraturan perundang-

undangan, yang termasuk bahan hukum primer. 

Buku-buku dan karya-karya ilmiah hukum 

sebagai bagian dari bahan hukum sekunder dan 

kamus-kamus hukum untuk menjelaskan 

beberapa istilah dan pengertian dalam 

penulisan karya ilmiah ini yang termasuk bahan 

hukum tersier. 
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PEMBAHASAN 

1. Kedudukan Anak Sebagai Saksi Tindak 

Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

dijelaskan bahwa Keberhasilan suatu proses 

peradilan pidana sangat bergantung pada alat 

bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. 

Dalam proses persidangan, terutama yang 

berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang 

tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang 

dapat mendukung tugas penegak hukum. 

Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan 

unsur yang sangat menentukan dalam proses 

peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban 

dalam proses peradilan pidana selama ini 

kurang mendapat perhatian masyarakat dan 

penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak 

terungkap dan tidak terselesaikan banyak 

disebabkan oleh Saksi dan Korban takut 

memberikan kesaksian kepada penegak hukum 

karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. 

Pembuktian merupakan suatu proses yang 

dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah 

dilakukan tindakan dengan prosedur khusus 

untuk mengetahui apakah suatu fakta atau 

pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan 

yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau 

tidak seperti yang dinyatakan.
6
 Suatu alat bukti 

yang dipergunakan di pengadilan perlu 

memenuhi beberapa syarat, di antaranya: 

a. diperkenankan oleh undang-undang untuk 

dipakai sebagai alat bukti; 

b. Reability, yaitu alat bukti tersebut dapat 

dipercaya keabsahannya; 

c. Necessity, yakni alat bukti yang diajukan 

memang diperlukan untuk membuktikan 

suatu fakta; 

d. Relevance, yaitu alat bukti yang diajukan 

mempunyai relevansi dengan fakta yang 

akan dibuktikan.
7
 

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke 

pengadilan merupakan alat bukti yang harus 

relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti 

yang tidak relevan akan membawa risiko dalam 
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proses pencarian keadilan, diantaranya, akan 

menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu 

sehingga mebuang-buang waktu, penilaian 

terhadap masalah yang diajukan tidak 

proporsional karena membesar-besarkan 

masalah yang kecil atau mengecilkan masalah 

yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan 

menyebabkan proses peradilan menjadi tidak 

sesuai lagi dengan asas peradilan yang 

dilakukan sengan cepat, sederhana dan biaya 

ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.
8
 

Pada setiap proses perkara yang 

penyelesaiannya melalui pengadilan negeri 

pada asasnya diperlukan pembuktian, baik itu 

terjadi dalam proses perkara perdata ataupun 

dalam proses perkara pidana. Hukum 

pembuktian dalam hukum acara merupakan 

suatu hal yang sangat penting, karena tugas 

hukum acara yang terpenting adalah 

menentukan kebenaran dalam suatu 

pertentangan kepentingan.Dalam menentukan 

kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut 

memberi penerangan bagi hakim dalam 

mengambil putusan akhir.
9
  Pembuktian yang 

dilakukan hakim dalam mengadili perkara 

adalah untuk menentukan hubungan hukum 

yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang 

berperkara.Tidak hanya kejadian-kejadian atau 

peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan. 

Tidak semua peristiwa atau kejadian harus 

dibuktikan oleh para pihak kepada hakim, tetapi 

hanya hal-hal yang menjadi perselisihan yang 

harus dibuktikan.
10

  Alat bukti dapat 

didefinisikan sebagai segala hal yang dapat 

digunakan untuk membuktikan perihal 

kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.
11

 

�o��� �µl�]� ]�o�ZW� ^���� ��i�� Ç�vP� u�vµ�µ��

undang-undang dapat dipakai untuk 

membuktikan sesuatu, maksudnya segala 

sesuatu yang menurut undang-undang dapat 

dipakai membuktikan benar atau tidaknya suatu 

�µ�µZ�vlPµP���v_X
12

 Menurut Kamus Hukum, 

�o����µl�]W� ^���o�Z��o��� Ç�vP� �µ��Z��]��v�µl�v�

di dalam hukum formal, yang dapat digunakan 
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 Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, 

Erlangga. Jakarta. 2012, hal. 52. 
12

 Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 

2009, hal. 28. 

sebagai pembuktian di dalam acara 

persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari 

ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan 

sebagai alat bukti yang sah.  Alat bukti adalah 

segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 

suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti 

tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan 

pembuktian guna menimbulkan keyakinan 

hakim atas kebenaran adanya suatu tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
13

 

Alat bukti (Surat): segala sesuatu yang 

memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan 

untuk mencurahkan isi hati seseorang untuk 

pembuktian. Alat bukti surat; surat yang dibuat 

atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan 

dengan sumpah. Alat bukti tulisan: segala 

sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 

bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran 

tertentu.
14

  ukti ialah: (1) sesuatu yang 

menyatakan kebenaran suatu peristiwa; 

keterangan nyata; saksi; tanda; (2) hal yang 

menjadi tanda perbuatan jahat.
15

 Bukti saksi 

~l���l�]�v�W� ^l�����]�v� Ç�vP� �]���]l�v� l������

hakim dalam persidangan tentang peristiwa 

yang disengketakan dengan jalan 

pemberitahuan secara lisan dan pribadi di 

bawah sumpah oleh orang yang bukan pihak 

��o�u����l���_X
16

 

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

u�vÇ���l�vW� ^,�l]u� �]��l� boleh menjatuhkan 

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

�����lÁ�o�Z� Ç�vP� �����o�Z� u�o�lµl�vvÇ�X_
17

 

Penjelasan Pasal 183 menegaskan Ketentuan ini 

adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, 

keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.
18

 

Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

u�vÇ���l�vW� ^jika pengadilan berpendapat 

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang 

kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang 
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didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 

sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus 

�����X_ 

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat 

bukti yang ditentukan dengan undang-undang 

tidak cukup membuktikan kesalahan yang di 

dakwakan kepada terdakwa, terdakwa 

dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat 

~í�� <h,�W� Ç�vP� ����µvÇ]W� ^i]l�� ��vP��]o�v�

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 

sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya 

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 

secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa 

�]�µ�µ�������X_
19

 

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat 

dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut 

dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. 

Kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang 

sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang 

����µvÇ]W�^i]l����vP��]o�v������v��������ZÁ��

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 

menjatuhkan pidana. Oleh kerena itu, hakim 

harus hati-hati, cermat, dan matang menilai 

serta mempertimbangkan nilai pembuktian. 

Meneliti sampai dimana batas minimum 

kekuatan pembuktian atau bewijs kracht dari 

setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 

<h,�WX_
20

 

Dari uraian tersebut dapat dipahami begitu 

pentingnya peran saksi anak untuk membantu 

penegak hukum dalam mengungkapkan 

terjadinya tindak pidana karena tanpa adanya 

saksi yang memberi keterangan, maka 

penyelesaian perkara anak pada tahap dari 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di pengadilan tidak akan 

terlaksana sebagaimana yang diharapkan.  

 

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi 

Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak.Pasal 18: Dalam menangani perkara Anak, 

Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing 

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan 

Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut 

Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi 

bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan 

                                                           
19

 Alfitra, Op,Cit, hal. 21 
20

Ibid. 

kepentingan terbaik bagi Anak dan 

mengusahakan suasana kekeluargaan tetap 

terpelihara.  

Penjelasan Pasal 18 Yang dimaksud dengan 

^��u���]� ��v�µ�v� Zµlµu� o�]vvÇ�_� ���o�Z�

paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas 

hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang 

Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan 

misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, 

ramah Anak, serta tidak menimbulkan 

ketakutan dan tekanan. 

Pasal 19: 

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau 

Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam 

pemberitaan di media cetak ataupun 

elektronik. 

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi nama Anak, nama Anak 

Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, 

alamat, wajah, dan hal lain yang dapat 

mengungkapkan jati diri Anak, Anak 

Korban, dan/atau Anak Saksi. 

Pasal 23: 

(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak 

wajib diberikan bantuan hukum dan 

didampingi oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan atau pendamping lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak 

Korban atau Anak Saksi wajib didampingi 

oleh orang tua dan/atau orang yang 

dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak 

Saksi, atau Pekerja Sosial. 

(3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau 

terdakwa perkara yang sedang diperiksa, 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua. 

Pasal 27: 

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap 

perkara Anak, Penyidik wajib meminta 

pertimbangan atau saran dari Pembimbing 

Kemasyarakatan setelah tindak pidana 

dilaporkan atau diadukan. 

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat 

meminta pertimbangan atau saran dari ahli 

pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh 

agama, Pekerja Sosial Profesional atau 

Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga 

ahli lainnya. 

(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap 

Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib 
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meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial 

Profesional atau Tenaga Kesejahteraan 

Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau 

diadukan. 

Pasal 58 

(1) Pada saat memeriksa Anak Korban 

dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat 

memerintahkan agar Anak dibawa keluar 

ruang sidang. 

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban 

dan/atau Anak Saksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, 

Advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan 

tetap hadir. 

(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi 

tidak dapat hadir untuk memberikan 

keterangan di depan sidang pengadilan, 

Hakim dapat memerintahkan Anak Korban 

dan/atau Anak Saksi didengar 

keterangannya: 

a. di luar sidang pengadilan melalui 

perekaman elektronik yang dilakukan 

oleh Pembimbing Kemasyarakatan di 

daerah hukum setempat dengan dihadiri 

oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan 

Advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya; atau 

b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh 

dengan alat komunikasi audiovisual 

dengan didampingi oleh orang tua/Wali, 

Pembimbing Kemasyarakatan atau 

pendamping lainnya. 

Pasal 59 Sidang Anak dilanjutkan setelah 

Anak diberitahukan mengenai keterangan yang 

telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau 

Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang 

sidang pengadilan. 

Pasal 60 

(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim 

memberikan kesempatan kepada orang 

tua/Wali dan/atau pendamping untuk 

mengemukakan hal yang bermanfaat bagi 

Anak. 

(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi 

kesempatan oleh Hakim untuk 

menyampaikan pendapat tentang perkara 

yang bersangkutan. 

(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan 

penelitian kemasyarakatan dari 

Pembimbing Kemasyarakatan sebelum 

menjatuhkan putusan perkara. 

(4) Dalam hal laporan penelitian 

kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam 

putusan Hakim, putusan batal demi 

hukum. 

Pasal 61 

(1)  Pembacaan putusan pengadilan dilakukan 

dalam sidang yang terbuka untuk umum 

dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. 

(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak 

Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media 

massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 dengan hanya menggunakan inisial 

tanpa gambar. 

Pasal 62 

(1)  Pengadilan wajib memberikan petikan 

putusan pada hari putusan diucapkan 

kepada Anak atau Advokat atau pemberi 

bantuan hukum lainnya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. 

(2) Pengadilan wajib memberikan salinan 

putusan paling lama 5 (lima) hari sejak 

putusan diucapkan kepada Anak atau 

Advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan 

Penuntut Umum. 

 W�u��]l���vU� ]�o�ZW� ^��}���U� �����

perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya 

penyelidikan; pengusutan perkara dan 

����P�]vÇ�X_
21

Pemeriksaan perkara pidana 

Ç�]�µV� ^l�P]���v� µv�µl� u�v�����l�v�

keterangan, kejelasan dan keidentikan 

tersangka dan/atau saksi dan atau barang bukti 

maupun tentang unsur-unsur tindak pidana 

yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau 

peranan seseorang maupun barang bukti dalam 

tindak pidana tersebut menjadi jelas dan 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
22

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan 

Korban. Pasal 1 angka 6: Perlindungan adalah 

segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikanrasa aman kepada 

Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan 

oleh LPSK atau lembagalainnya sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang ini.  Pasal 2: 

                                                           
 

21
Sudarsono,Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka 

Cipta, Jakarta, 2009, hal. 346. 
22

 Anonim, Op.Cit, hal. 315. 
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Undang-Undang ini memberikan perlindungan 

pada Saksi dan Korban dalam semua tahap 

prosesperadilan pidana dalam lingkungan 

peradilan. 

Pasal 3: Perlindungan Saksi dan Korban 

berasaskan pada: 

a. penghargaan atas harkat dan martabat 

manusia; 

b. rasa aman; 

c. keadilan; 

d. tidak diskriminatif; dan 

e. kepastian hukum. 

Pasal 4: Perlindungan Saksi dan Korban 

bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi 

dan/atau Korbandalam memberikan keterangan 

pada setiap proses peradilan pidana. 

Perlindungan dan Hak Saksi dan 

Korban.Pasal 5 

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak: 

a. memperoleh perlindungan atas 

keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebasdari Ancaman 

yang berkenaan dengan kesaksian yang 

akan, sedang, atau telah diberikannya; 

b. ikut serta dalam proses memilih dan 

menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungankeamanan; 

c. memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. mendapat penerjemah; 

e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan kasus; 

g. mendapatkan informasi mengenai 

putusan pengadilan; 

h. mengetahui dalam hal terpidana 

dibebaskan; 

i. mendapat identitas baru; 

j. mendapatkan tempat kediaman baru; 

k. memperoleh penggantian biaya 

transportasi sesuai dengan kebutuhan; 

l. mendapat nasihat hukum; dan/atau 

m. memperoleh bantuan biaya hidup 

sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada Saksi dan/atau Korban 

tindak pidanadalam kasus-kasus tertentu 

sesuai dengan keputusan LPSK. 

Pasal 6: Korban dalam pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat, selain berhak atas hak 

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5, juga 

berhak untuk mendapatkan: 

a. bantuan medis; dan 

b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 

Pasal 7: 

(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke 

pengadilan berupa: 

a. hak atas kompensasi dalam kasus 

pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat; 

b. hak atas restitusi atau ganti kerugian 

yang menjadi tanggung jawab pelaku 

tindak pidana. 

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan 

restitusi diberikan oleh pengadilan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pemberian kompensasi dan restitusi diatur 

dengan PeraturanPemerintah. 

Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan 

Korban diberikan sejak tahap penyelidikan 

dimulai dan berakhirsesuai dengan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 9 

(1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya 

berada dalam Ancaman yang sangat besar, 

ataspersetujuan hakim dapat memberikan 

kesaksian tanpa hadir langsung di 

pengadilan tempatperkara tersebut scdang 

diperiksa. 

(2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan 

kesaksiannyasecara tertulis yang 

disampaikan di hadapan pejabat yang 

berwenang dan membubuhkan 

tandatangannya pada berita acara yang 

memuat tentang kesaksian tersebut. 

(3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar 

kesaksiannyasecara langsung melalui sarana 

elektronik dengan didampingi oleh pejabat 

yang berwenang. 

Pasal 10 

(1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat 

dituntut secara hukum baik pidana maupun 

perdata ataslaporan, kesaksian yang akan, 

sedang, atau telah diberikannya. 

(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam 

kasus yang sama tidak dapat dibebaskan 

dari tuntutanpidana apabila ia ternyata 

terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah, tetapi kesaksiannya 

dapatdijadikan pertimbangan hakim dalam 

meringankan pidana yang akan dijatuhkan. 
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, 

Korban, danpelapor yang memberikan 

keterangan tidak dengan itikad baik. 

Pasal  1 angka (3): Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat 

LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan 

berwenang untuk memberikan perlindungan 

dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu. 

Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Perlindungan dan Bantuan, diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Bagian 

Kesatu.Syarat Pemberian Perlindungan dan 

Bantuan. Pasal 28: Perjanjian perlindungan LPSK 

terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

diberikan dengan mempertimbangkan syarat 

sebagai berikut: 

a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau 

Korban; 

b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi 

dan/atau Korban; 

c. basil analisis tim medis atau psikolog 

terhadap Saksi dan/atau Korban; 

d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan 

oleh Saksi dan/atau Korban. 

Bagian Kedua. Tata Cara Pemberian 

Perlindungan.  

Bagian Ketiga. Tata Cara Pemberian Bantuan.  

Peran saksi anak sangat penting peranannya 

dalam membantu proses penegakan hukum 

untuk menyelesaikan perkara anak dalam 

sistem peradilan pidana anak, karena tanpa 

keterangan yang diberikan oleh saksi anak dan 

kepada pihak penegak hukum, maka banyak 

perkara tindak pidana yang melibatkan anak-

anak tidak akan terungkap.  

Diperlukan perlindungan hukum yang 

memadai oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK)mengingat keberadaan saksi anak 

juga merupakan bagian pengaturan undang-

undang perlindungan saksi dan korban, agar 

saksi anak bebas dari ancaman ancaman 

kekerasan fisik maupun psikis dari pihak 

tertentu. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang 

menghalangi, menakuti anak-anak untuk 

memberikan keterangan pada tahap peradilan, 

yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di pengadilan, maka diperlukan 

maka pihak-pihak tersebut perlu diproses 

secara hukum untuk dikenakan sanksi pidana 

sesuai peraturan perundang-undangan 

berkaitan dengan perlindungan saksi dan 

korban. 

 

 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.  Kedudukan anak sebagai saksi tindak 

pidana dalam peradilan peradilan pidana 

anak, menjamin anak saksi tindak pidana 

perlu dibebaskandari bentuk ancaman 

yakni segala bentuk perbuatan yang 

menimbulkan akibat, baik langsung 

maupun tidaklangsung, yang 

mengakibatkan anak saksi merasa takut 

berkenaan dengan pemberian 

kesaksiannyadalam suatu proses 

peradilan pidana.Keberhasilan suatu 

proses peradilan pidana anak sangat 

bergantung pada alat bukti yangberhasil 

diungkap atau ditemukan. Keterangan 

saksi merupakan unsur yang sangat 

menentukandalam proses peradilan 

pidana. Oleh karena itu perlu diciptakan 

iklim yang kondusif dengan cara 

memberikan perlindungan hukum dan 

keamanankepada anak saksi tindak 

pidana yang mengetahui atau 

menemukan suatu hal yang dapat 

membantumengungkap tindak pidana 

yang telah terjadi dan melaporkan hal 

tersebut kepada penegakhukum. 

2.  Perlindungan hukum terhadap anak saksi 

tindak pidana menurut sistem peradilan 

pidana menegaskan anak berhak atas 

semua perlindungan dan hak yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan, seperti upaya rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial, baik di 

dalam lembaga maupun di luar lembaga. 

Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, 

maupun sosialdan kemudahan dalam 

mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara. Hak Anak Saksi 

akan diatur dengan Peraturan Presiden 

dan berdasarkan pertimbangan atau 

saran Pembimbing Kemasyarakatan, 

Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga 

Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat 
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merujuk Anak Saksi ke instansi atau 

lembaga yang menangani pelindungan 

anak atau lembaga kesejahteraan sosial 

anak.  Anak Saksi tindak pidana yang 

memerlukan dapat memperoleh 

pelindungan dari lembaga yang 

menangani pelindungan saksi dan korban 

atau rumah perlindungan sosial sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

B. Saran 

1.  Status anak sebagai saksi tindak pidana 

menurut sistem peradilan pidana anak 

memerlukan perhatian dan penanganan 

oleh pemerintah berkaitan dengan 

peningkatan sarana jaminan keselamatan, 

baik fisik, mental, maupun sosial dan 

kemudahan dalam mendapatkan 

informasi mengenai perkembangan 

perkara termasuk melakukan kerjasama 

dengan instansi atau lembaga yang 

menangani pelindungan anak saksi tindak 

pidana untuk pemulihan kondisi psikis 

agar bebas dari rasa takut dan cemas 

selama memberikan keterangan dalam 

proses peradilan. 

2.  Perlindungan hukum terhadap anak saksi 

tindak pidana menurut sistem peradilan 

memerlukan dukungan tenaga-tenaga 

professional yang perlu disiapkan oleh 

pemerintah, seperti Petugas 

Kemasyarakatan, yang terdiri dari 

Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja 

Sosial Profesional atau Tenaga 

Kesejahteraan Sosial atau Penyidik 

termasuk lembaga yang menangani 

perlindungan anak saksi tindak pidana.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah Edi Muhadar,  dan Husni Thamrin, 

Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem 

Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, 

Surabaya, 2009. 

Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara 

Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia,  

(Editor) Andriansyah, Cetakan 1,  Raih Asa 

Sukses, Jakarta, 2011. 

Anonim, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, 

Bandung, 2008. 

Djamali Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, 

Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009. 

Hamzah Andi, Terminologi Hukum Pidana, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2008. 

Hiariej O.S. Eddy, Teori dan Hukum Pembuktian, 

Erlangga. Jakarta. 2012. 

HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Ed. 

Revisi. Cetakan ke-6.PT. RadjaGrafindo 

Persada.Jakarta, 2011. 

Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelien R. 

Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, Kamus 

Istilah Aneka Hukum, Edisi Pertama, Cetakan 

Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010. 

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, 

Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,  

2011. 

Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril 

Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan 

Praktek, (Editor) Risman F. Sikumbank, 

Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004. 

Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum 

Pidana, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, 

Jakarta. 2005. 

Moeljatno,  Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi 

Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. 

Nasution Johan Bahder, Negara Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. 

Bandung. 2011. 

Samudera Teguh, Hukum Pembuktian Dalam 

Acara Perdata. Cetakan I. Alumni. Bandung. 

1992. 

Soeroso Hadiati Moerti, Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT), Cetakan Pertama, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2010. 

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka 

Cipta, Jakarta, 2009. 

Syahrin Alvi, Beberapa Isu Hukum Lingkungan 

Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, 

Jakarta, 2009. 

Syamsuddin Aziz, Tindak Pidana Khusus, 

Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 

2011. 

Zein Ahmad Yahya, Problematika Hak Asasi 

Manusia, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, 

Liberty. Yogyakarta. 2012. 

Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, 

Perlindungan  Korban Kekerasan Seksual 

(Advokasi Atas Hak Asasi Manusia) PT. Refika  

Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011. 

Wiyanto Roni, Asas-Asas Hukum Pidana, 

Cetakan ke-l. Mandar Maju, Bandung, 2012. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 



Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015 

 

47 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 

 

 


